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Pendahuluan
Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan 
hukum karena kebutuhan masyarakat 
akan berubah secara kuantitatif  dan 
kualitatif. Arus globalisasi yang melanda 
dunia dewasa ini menyebabkan perubahan 
dalam seluruh aspek kehidupan manusia, 
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terutama pada negara-negara berkembang, 
termasuk Indonesia. Keinginan untuk 
mengekspresikan diri muncul sebagai 
konsekuensi logis dari hakikat makhluk 
sosial. Menurut Abraham Maslow, 
manusia memiliki Hierarki Kebutuhan 
yang puncaknya adalah kebutuhan untuk 
Abstract
Democracy is a state principle which in its implementation varies from one country to another. 
The idea of   democracy provides a new concept, namely the rule of  law in which there are 
principles of  the protection of  human rights. When it comes to democracy, the protection of  
human rights is access to democracy which guarantees political freedom. Meanwhile, human 
rights contain the principles of  freedom of  opinion and politics. Freedom of  expression is 
owned by all individuals and/or legal entities as legal subjects who are considered capable, with 
the guarantee of  freedom of  assembly, association and expression as mandated in Article 
19 of  the Universal Declaration of  Human Rights. The protection and guarantee of  the 
right to freedom of  expression of  one’s opinion is also contained in the 1945 Constitution 
of  the Republic of  Indonesia Article 28 which states that “freedom of  association and 
assembly, expressing thoughts orally and in writing and so on is stipulated by law.” The 
need for stricter supervision through coordination related to the enforcement of  human rights, 
especially freedom of  expression. There is a guarantee of  freedom to interact without being 
limited by undemocratic political policies and there must be continued advocacy regarding the 
importance of  upholding human rights and the tolerant attitude of  the community towards 
everyone’s freedom of  expression.
Keyword: Keywords: Freedom of  Opinion, Demonstrators, Human 
Rights.
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mengaktualisasikan diri atau dengan kata 
lain menampilkan ekspresinya dimuka 
umum.1
Demokrasi merupakan sebuah asas 
kenegaraan yang dalam pelaksanaannya 
berbeda-beda antara negara yang satu 
dengan negara yang lain. Meskipun begitu, 
semangat demokrasi tetap dijunjung 
tinggi oleh tiap Negara tersebut. Gagasan 
demokrasi memberikan konsep baru yaitu 
negara hukum yang didalamnya terdapat 
prinsip-prinsip perlindungan Hak Asasi 
Manusia (HAM). Bila dikaitkan dengan 
demokrasi, perlindungan HAM merupakan 
akses dari adanya demokrasi yang menjamin 
kebebasan berpolitik. Sedangkan Hak Asasi 
Manusia mengandung prinsip-prinsip 
kebebasan berpendapat dan berpolitik. 
Agar sebuah masyarakat dianggap benar-
benar demokratis, harus ada perlindungan 
dalam derajat tinggi untuk penyampaian 
ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, 
apakah mediumnya surat kabar, majalah, 
buku, pamflet, film, televisi, atau yang 
paling mutakhir melalui media digital 
seperti internet.2 
Kebebasan berpendapat mendapatkan 
tempat tersendiri dalam proses demokrasi 
dan reformasi yang tengah berjalan di 
Indonesia saat ini. Salah satu ciri adanya 
negara demokrasi adalah adanya jaminan 
perlindungan kebebasan berpendapat, maka 
sudah selayaknyalah pemerintah dalam 
hal ini sebagai pemegang hak eksekutif  
dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku 
pengemban amanat rakyat mendorong 
serta mengupayakan adanya penghormatan 
terhadap kebebasan berpendapat ini. 
Unjuk rasa atau demonstrasi adalah 
sebuah gerakan protes yang dilakukan 
sekumpulan orang di hadapan umum. 
Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk 
menyatakan pendapat kelompok 
1 C.George Boeree, GeneralPsychology, Yogyakarta: 
Prismasophie, 2008, hlm.133
2 John W, Johnson, PeranMediaBebas”. Office of  Inter-
national Information Programs U.S. Departement of  
State. 2001, hlm. 126
tersebut atau penentang kebijakan yang 
dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula 
dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan 
secara politik oleh kepentingan kelompok. 
Unjuk rasa umumnya dilakukan oleh 
kelompok mahasiswa dan orang-orang 
yang tidak setuju dengan pemeritah dan 
yang menentang kebijakan pemerintah. 
Namun unjuk rasa juga dilakukan oleh 
kelompok-kelompok lainnya dengan 
tujuan lainnya. Unjuk rasa kadang dapat 
menyebabkan perusakan terhadap benda-
benda. Hal ini dapat terjadi akibat keinginan 
menunjukkan pendapat para pengunjuk 
rasa yang berlebihan. 
Ahli hukum internasional, Ogiandhafiz 
Juanda, SH, LL.M, C.L.A, berpendapat 
bahwa demonstrasi itu harus mendapat 
ruang sebagai sebuah kemerdekaan 
menyampaikan pendapat di muka umum 
yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. 
Dunia internasional, menurut Ogiandhafiz, 
menjamin hak sipil dan politik. Dalam 
pelaksanaan demonstrasi, tetapi menjaga 
perdamaian dan konteks pertengkarkan 
jelas tidak dapat dibenarkan.3
Sebebas-bebasnya negara merdeka, hak 
asasi yang berikan kepada setiap orang telah 
diatur oleh negara secara tertulis tetapi 
tetap dilindungi dan dibatasi oleh Undang-
Undang karena apabila tidak demikian, 
akan menimbulkan kesewanang-wenangan 
yang dapat menimbulkan ketidakadilan, 
dan mengganggu hak asasi orang lain. 
Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat 
Di Muka Umum, pada Pasal 1 angka 1 
menjelaskan: Kemerdekaan menyampaikan 
pendapat adalah hak setiap warga negara 
untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, 
tulisan, dan sebagainya secara bebas dan 
bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Jaminan kebebasan berpendapat 
3 https://mediaindonesia.com/politik-dan-hu-
kum/267608/demonstrasi-adalah-kemerde-kaan-sam-
paikan-pendapat. Diakses tanggal 28 Desember 2020 
jam 4.29 WIB.
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telah tertuang dalam peraturan perundang-
undangan seperti dalam Undang-Undang 
Dasar Republik Indonesia 1945.
Kemerdekaan menyatakan pendapat 
sebagai Hak Asasi Manusia dilihat Pasal 2 
Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat 
Di Muka Umum, yang menyatakan setiap 
warga negara, secara perorangan atau 
kelompok, bebas menyampaikan pendapat 
sebagai perwujudan hak dan tanggung 
jawab berdemokrasi dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Begitu juga Undang-undang No. 39 Tahun 
1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam 
Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa 
setiap orang bebas untuk mempunyai, 
mengeluarkan dan menyebarluaskan 
pendapat sesuai hati nuraninya, secara 
lisan dan atau tulisan melalui media cetak 
maupun elektronik dengan memperhatikan 
nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, 
kepentingan umum, dan keutuhan Negara.
Kebebasan berpendapat pada dasarnya 
merupakan hak dan tanggung jawab negara 
demokrasi. Demokrasi yang dipahami 
sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk 
rakyat menghendaki adanya partisipasi 
aktif  dari masyarakat untuk turut 
serta dalam pemerintahan. Masyarakat 
diharapkan dapat melakukan fungsi kontrol 
terhadap jalannya pemerintahan suatu 
negara, dengan cara turut menyampaikan 
pandangan terhadap setiap kebijakan 
yang ditetapkan pemerintah. Pandangan 
tersebut dapat disampaikan oleh berbagai 
infrastruktur politik yang ada di masyarakat 
berupa persetujuan ataupun kritik atas suatu 
kebijakan pemerintah. Dengan demikian 
maka secara tidak langsung masyarakat 
berperan dalam jalannya pemerintahan, 
melalui jaminan kebebasan berpendapat.
Salah satu sarana dalam penyampaian 
pendapat dalam demokrasi tersebut adalah 
dengan cara mengadakan demonstrasi. 
Demonstrasi adalah salah satu jalur yang 
ditempuh untuk menyuarakan pendapat, 
dukungan, maupun kritikan, yaitu suatu 
tindakan untuk menyampaikan penolakan, 
kritik, saran, ketidakberpihakan, dan 
ketidaksetujuan melalui berbagai cara dan 
media dengan aturan-aturan yang telah 
ditetapkan baik secara tertulis maupun tidak 
tertulis sebagai akumulasi suara bersama 
tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribagi 
maupun golongan yang menyesatkan 
dalam rangka mewujudkan demokrasi yang 
bermuara pada kedaulatan dan keadilan 
rakyat.
Menurut UU Nomor 9 Tahun 1998, 
pengertian demonstrasi atau unjuk rasa 
adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
seorang atau lebih untuk mengeluarkan 
pikiran dengan lisan, tulisan, dan 
sebagainya secara demonstratif  dimuka 
umum. Namun, dalam perkembangannya 
sekarang, demonstrasi kadang diartikan 
sempit sebagai long-march, berteriak-teriak, 
membakar ban, dan aksi teatrikal. Persepsi 
masyarakat pun menjadi semakin buruk 
terhadap demonstrasi karena tindakan 
pelaku-pelakunya yang meresahkan dan 
mengabaikan makna sebenarnya dari 
demonstrasi. Hal inilah yang akan penulis 
bahas pada bab-bab selanjutnya.
Kebebasan berekspresi baik secara 
lisan maupun tulisan bukan berarti 
suatu kebebasan yang tanpa batasan, 
melainkan suatu kebebasan yang mampu 
dipertanggungjawabkan, serta mengikuti 
norma-norma yang berlaku. Kebebasan 
yang tidak mengikuti norma bisa jadi 
mengarah pada suatu Ujaran Kebencian 
(Hate Speech). Ujaran Kebencian (Hate 
Speech) merupakan suatu peristiwa yang saat 
ini sangat membutuhkan suatu perhatian 
dan penaggulangan yang tegas. Ketentuan 
Ujaran Kebencian (Hate Speech) belum 
diatur secara khusus di Indonesia, padahal 
begitu banyak efek yang ditimbulkan dari 
Ujaran Kebencian (Hate Speech), antara lain 
pengucilan, diskriminasi, kekerasan, sampai 
yang paling parah yakni pemusnahan 
terhadap kelompok tertentu/genosida. 
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Demokrasi dipahami sebagai sebuah 
ruang lingkup yang sangat luas. Apapun 
bentuknya, fenomena demokrasi sangat 
menarik untuk dibicarakan. Apalagi 
jika dikaitkan dengan kenyataan, bahwa 
negara Indonesia merupakan negara yang 
masih menjadikan proses demokratisasi 
sebagai sebuah tumpuan. Secara 
substansial, demokrasi tidak akan berjalan 
dengan efektif  tanpa berkembangnya 
pengorganisasian internal partai, 
lembaga-lembaga pemerintahan, maupun 
perkumpulan-perkumpulan masyarakat.
Identifikasi Masalah
Penelitian ini menitik beratkan pada, 
Pertama bagaimana perlindungan hukum 
sekelompok demonstran mengenai 
kebebasan mengemukakan pendapat 
dimuka umum diwilayah Jawa Barat. Kedua, 
bagaimana kepastian hukum kebebasan 
berpendapat di muka umum oleh 
sekelompok demonstran hubungannya 
dengan UU No.39 Tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia.
Metode Penelitian
Penelitian ini mengenai kebebasan 
mengemukakan pendapat dimuka umum 
oleh sekelompok demonstran sebagai 
jaminan hak setiap warga negara Indonesia. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah 
Yuridis Normatif  dengan jenis data yaitu 
data primer dan sekunder. Data yang 
diperloleh dianalisa secara kuantitatif. 
Penelitian ini adalah penelitian hukum 
normative melalui kajian peraturan hukum 
atau bahan hukum yang ada. Penulis 
juga melakukan wawancara beberapa 
narasumber untuk menemukan dan 
memperdalam jawaban dari identifkasi 
masalah yang diteliti. Selain wawancara, 
peneliti juga melakukan penelitian 
kepustakaan berupa dokumen, buku dan 
bahan pustaka lainnya. Hasil pengumpulan 
data penulis analisis dengan teori-teori yang 
relevan dengan penelitian ini.
Pembahasan
Perlindungan Hukum Para 
Demonstran Bebas Mengemukakan 
Pendapat Dimuka Umum di Wilayah 
Jawa Barat.
Perkembangan kehidupan berbangsa 
dan bernegara di era reformasi berdampak 
pada kekebasan berpendapat yang 
dilakukan dalam bentuk unjuk rasa  atau 
yang  dikenal dengan istilah demonstrasi 
sebagai bentuk untuk menunjukan aspirasi 
terkait kebijakan pemerintah. Demonstrasi 
dilakukan bila segala upaya  persuasif  
telah dilakukan namun tidak menemukan 
titik temu antara pemerintah dengan 
masyarakat. Umumnya yang biasanya 
melakukan demonstrasi ini adalah para 
mahasiswa.
Kebebasan mengeluarkan pendapat 
dimuka umum dijamin dalam Konstitusi 
Negara Indonesia sebagaimana terdapat 
dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyebutkan 
bahwa setiap orang berhak atas kebebasan 
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan 
pendapat. Berdasarkan ketentuan tersebut 
di atas, maka yang dimaksudkan setiap 
orang berhak atas kebebasan mengeluarkan 
pendapat dapat berbentuk ungkapan atau 
pernyataan dimuka umum atau dalam 
bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk 
sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. 
Namun dalam pelaksanaannya unjuk 
rasa sering menimbulkan permasalahan 
meskipun telah dijamin dalam konstitusi.
Pelaksanaan unjuk rasa atau demonstrasi 
diharapkan sebagai wadah untuk 
menyampaikan aspirasi kepada pemerintah 
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yang dilakukan dengan baik akan tetapi 
sering  kali dalam  pelaksanaanya kegiatan 
demonstrasi tidak berjalan sebagaimana 
diharapkan yaitu sebagai wadah untuk 
menyampaikan pendapat dimuka umum, 
karena kegiatan demonstrasi sendiri yang 
sering dilakukan oleh mahasiswa dilakukan 
secara anarkis atas ketidakpuasan yang 
disampaikan kepada pemerintah yang 
tatkala akibat tindakan anarkis dari 
mahasiswa sebagai orang yang melakukan 
kegiatan demonstrasi tersebut berurusan 
dengan aparat penegak  hukum,  oleh 
sebab itu melindungi semua pihak  yang 
berkaitan  dengan  tindakan  demonstrasi, 
Pemerintah menerbitkan Undang-undang 
Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Bentuk dan tata cara menyampaikan 
pendapat di muka umum diatur dalam Pasal 
9 Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang 
Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat di 
Muka Umum, yang menyebutkan bahwa: 
1. Bentuk penyampaian pendapat di muka 
umum dapat dilaksanakan dengan:
a. Unjuk rasa atau demonstrasi;
b. Pawai;
c. Rapat umum dan atau
d. Mimbar bebas
2. Penyampaian pendapat di muka umum 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
dilaksanakan ditempat-tempat terbuka 
untuk umum, kecuali:
a. di lingkungan Istana Kepresidenan, 
tempat  ibadah,instalasi  militer, 
rumah  sakit,  pelabuhan  udara  atau 
laut,  stasiun  kereta api, terminal 
angkutan darat;
b. objek-objek vital nasional;
c. pada hari besar nasional. 
3. Pelaku atau peserta penyampaian 
pendapat di muka umum sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dilarang 
membawa benda-benda yang dapat 
membahayakan keselamatan umum.
Semua ketentuan tersebut menjadi 
rambu-rambu atau norma yang wajib 
dilakukan atau ditempuh bila akan 
melakukan suatu kegiatan unjuk  rasa  atau 
demonstrasi sehingga menjamin adanya 
suatu perlindungan hukum dan kepastian 
hukum serta kemanfaatan hukum itu 
sendiri baik kepada peserta unjuk rasa atau 
demontrasi, kepada Pemerintah dan juga 
kepada masyarakat yang menggunakan 
fasilitas umum sehingga unjuk rasa atau 
demonstrasi yang dilakukan berjalan tertib 
dan tidak mengganggu ketertiban umum, 
sehingga berdampak pada kerugian kepada 
masyarakat umum lainnya yang tidak 
melakukan kegiatan demonstrasi.
Bentuk Pengamanan Kegiatan 
Demonstrasi oleh Polisi
Kebebasan berpendapat tersebut 
telah dimuat dalam Konstitusi Negara 
Republik Indonesia yang diatur dalam 
Pasal 28F Undang-undang Dasar Tahun 
1945. Dalam pelaksanaan hal tersebut yaitu 
dilakukan dalam bentuk cara unjuk rasa 
atau demonstrasi, pawai, rapat umum dan 
atau mimbar bebas.4
Berbagai cara penyampaian pendapat 
di muka umum tersebut, terkadang tidak 
selamanya berjalan dengan baik. Terdapat 
kemungkinan terjadi unjuk rasa anarkis, 
dimana terdapat korban yang tidak 
hanya harta tapi sampai nyawa manusia. 
Sehubungan dengan hal tersebut, setiap 
orang membutuhkan tempat berlindung 
dan  kepolisian sebagai  lembaga  yang 
tepat  bagi  pencari perlindungan  tersebut. 
Sebagai  lembaga  penegak  hukum, 
kepolisian tidak hanya sebagai pihak yang 
melindungi masyarakat dari kekerasan atau 
ancaman kekerasan. Melainkan juga sebagai 
pengayom dan pembuat rasa aman.
Ruang  lingkup  kinerja  polisi  dibebani 
dengan  suatu  tanggung  jawab yang 
bersandarkan   kepada   hukum,   yakni 
4 Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  
1998  tentang  Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat 
di Muka Umum
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segenap   peraturan   perundang-undangan 
yang mengaturnya. Hal ini dikarenakan 
Negara Republik Indonesia adalah  negara 
hukum. Parameter  negara  hukum  diukur 
dari  terpenuhinya berbagai  unsur-unsur 
kategorikal, seperti supremasi  hukum 
(supremacy of  law), persamaan dalam hukum 
(equality before the law), proses hukum yang 
adil (due process of  law), peradilan bebas dan 
tidak memihak (independence and impartiality 
of  judiciary) dan lain sebagainya.5
Berdasarkan Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia 
(selanjutnya disingkat UU Kepolisian) 
maka fungsi kepolisian adalah salah 
satu fungsi pemerintahan negara di 
bidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman, dan   pelayanan 
kepada masyarakat. Fungsi kepolisian 
dalam   menjaga   keamanan   dan   ketertiban 
masyarakat harus didukung dengan 
otoritas hukum. Setiap anggota polisi 
harus  selalu  siap menghadapi  masalah-
masalah  kemasyarakatan  yang  merupakan 
gangguan terhadap kedamaian. Masalah-
masalah tersebut bukan hanya pelanggaran 
dan kejahatan  belaka.  Alangkah  banyaknya 
tugas  polisi,  akan  tetapi  masyarakat 
memiliki  pengharapan  agar  polisi  dengan 
serta  merta  dapat  menanggulangi masalah 
yang dihadapi.6
Masalah  yang  dihadapi  oleh  kepolisian 
dalam  mengatasi  kamtibmas tidak terukur 
dan tidak terbatas. Dapat saja kondisi 
demonstrasi yang awalnya damai,  tanpa 
kerusuhan  dan  dapat  dikendalikan. 
Namun suasana damai tersebut dalam 
kurun waktu yang singkat dapat berubah 
secara drastis menjadi kondisi yang 
mencekam (kontinjensi). Keadaan 
demikian  dapat  disebabkan demonstran 
5 Satjipto  Rahardjo, Masalah Penegakan  Hukum:  
Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  Sinar Baru Bandung, 
2009, hal 5.
6 Satjipto  Rahardjo, Masalah Penegakan  Hukum:  
Suatu  Tinjauan  Sosiologis,  Sinar Baru Bandung, 
2009, hal 47-48
yang  awalnya  damai  berubah  drastis 
menjadi anarkis,  seperti melempar batu 
atau benda lainnya ke rumah, perkantoran 
atau tempat strategis lainnya sehingga 
eskalasi perhitungan masalah berpotensi 
mengakibatkan kerugian harta maupun 
hilangnya nyawa.
Setiap penegak hukum mempunyai 
kedudukan (status) dan  peranan (role). 
Kedudukan merupakan posisi tertentu 
di dalam struktur kemasyarakatan, yang 
mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau 
rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya 
merupakan suatu wadah, yang isinya 
adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban 
tertentu, sehingga hak-hak dan kewajiban-
kewajiban tersebut merupakan peranan 
(role). Keberhasilan penyelenggaraan fungsi 
kepolisian dengan tanpa meninggalkan 
etika profesi sangat dipengaruhi oleh 
kinerja  polisi  yang  direfleksikan  dalam 
sikap dan perilaku  pada  saat menjalankan 
tugas dan wewenangnya. Tugas pokok 
kepolisian adalah memelihara  keamanan 
dan  ketertiban  masyarakat,  menegakkan 
hukum, dan memberikan  perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat. Mengingat  modus  operandi 
dan  teknik  kejahatan  semakin  canggih, 
seiring perkembangan dan kemajuan 
jaman maka profesionalisme polisi sangat 
diperlukan dalam menjalankan tugas 
sebagai penegak hukum. Apabila polisi 
tidak  profesional  maka proses penegakan 
hukum akan timpang, akibatnya 
keamanan dan ketertiban masyarakat akan 
senantiasa terancam sebagai akibat tidak 
profesionalnya polisi dalam menjalankan 
tugas.
Terhadap demonstran yang anarkis, 
kekerasan dapat dibenarkan selama dalam 
batas-batas yang wajar, namun tetap harus 
dilakukan secara selektif  dan terkendali. 
Tindakan keras dari kepolisian harus 
tetap berdasarkan aturan-aturan hukum 
yang berlaku  dan  menghormati  HAM. 
Pada demonstran yang bertindak brutal 
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dan anarkis harus diperiksa sesuai dengan 
hukum yang berlaku, tetapi terkadang 
dalam menghadapi situasi di lapangan, 
Polisi dihadapkan pada suatu keputusan 
diamana ia harus memilih suatu tindakan 
yang terkadang di luar batas kewenangannya 
dan di luar komando pimpinanannya.
Penanganan demonstran yang anarkis 
yang dilakukan oleh Polisi selain didasarkan 
pada  UU  Kepolisian,  tentunya  secara 
teknis  diedarkan  pada Peraturan  Kepala 
Kepolisian  Republik  Indonesia  Nomor 
7  Tahun  2012 Tentang Tata Cara 
Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan 
dan Penanganan Perkara Penyampaian 
Pendapat di Muka Umum (selanjutnya 
disingkat Perkap Nomor 7 Tahun 2012). 
Dalam Pasal 2 Perkap Nomor 7 Tahun 
2012 menegaskan pengaturan tentang 
penanganan unjuk rasa bertujuan:
a. sebagai pedoman dalam memberikan 
pelayanan, pengamanan kegiatan, dan 
penanganan perkara dalam penyampaian 
pendapat di muka umum;
b. terselenggaranya  pelaksanaan 
penyampaian  pendapat  di  muka  umum 
secara legal, aman, tertib dan lancar; dan
c. terwujudnya    koordinasi    yang 
baik    antar    pejabat    Polri    yang 
melaksanakan  kegiatan  pengamanan 
penyampaian  pendapat  di  muka 
umum.
Selanjutnya ketentuan Pasal 5 ayat (2) 
Perkap Nomor 7 Tahun 2012 mengatur 
bahwa warga negara yang menyampaikan 
pendapat di muka umum berkewajiban 
untuk :
a. menghormati  hak  asasi  manusia 
orang  lain  dalam  tertib  kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara;
b. tunduk kepada pembatasan yang 
ditetapkan dengan Undang-undang 
dengan maksud semata-mata 
untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan 
orang lain dan untuk memenuhi 
tuntutan  yang  adil  sesuai  dengan 
pertimbangan  moral,  nilai-nilai agama, 
keamanan dan ketertiban umum dalam 
masyarakat demokratis;
c. menghormati hak-hak dan kebebasan 
orang lain, menghormati aturan-aturan 
moral yang diakui umum, menaati 
hukum dan ketentuan peratuan 
perundang-undangan yang berlaku, 
menjaga dan menghormati keamanan 
dan ketertiban umum, dan menjaga 
keutuhan persatuan dan kesatuan 
bangsa; dan
d. berperan  serta  agar  penyampaian 
pendapat  di  muka  umum  dapat 
berlangsung secara aman, tertib dan 
damai. 
Mekanisme penyelenggaraan unjuk 
rasa dilakukan dengan penyampaian 
secara tertulis kepada kepolisian setempat 
sebelum pelaksanaan kegiatan. Dalam 
pelaksanaannya sendiri, penyelenggara 
harus  melakukan koordinasi dengan aparat 
dan lembaga terkait demi kelancaran dan 
pengamanan kegiatan unjuk rasa. Unjuk 
rasa itu sendiri tidak dapat dilakukan di 
tempat-tempat tertentu yang dilarang, 
yakni:
a. tempat  ibadah,  rumah  sakit,  pelabuhan 
udara  atau  laut,  stasiun  kereta api, 
terminal angkutan darat;
b. objek-objek  vital  nasional  dalam 
radius  kurang  dari  500  meter  dari 
pagar luar;
c. instalasi militer dalam radius kurang dari 
150 meter dari pagar luar;
d. di lingkungan istana kepresidenan 
(Presiden dan Wakil Presiden) dalam 
radius kurang dari 100 meter dari pagar 
luar; dan
e. tempat yang rutenya melalui atau 
melintasi wilayah Istana Kepresidenan 
dan  tempat-tempat  ibadah  pada  saat 
ibadah  sedang berlangsung.
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Penyelenggaraan pengamanan dalam 
pelaksanaan unjuk rasa bertujuan untuk 
memberikan perlindungan keamanan 
terhadap peserta unjuk rasa, menjaga 
kebebasan penyampaian pendapat 
dari intervensi pihak lain; dan menjaga 
keamanan dan ketertiban umum. Kerangka 
perlindungan keamanan terhadap peserta 
unjuk rasa dilakukan dengan cara :
1. melakukan survei lokasi kegiatan;
2. menyiapkan perencanaan kegiatan 
pengamanan meliputi personel, 
peralatan dan metode/ pola operasi;
3. melakukan  koordinasi  dengan 
lingkungan  sekitar  dan  penanggung 
jawab kegiatan;
4. memberikan arahan kepada 
penyelenggara agar menyiapkan 
pengamanan di lingkungannya; dan
5. memberikan fasilitas pengamanan 
berupa peralatan ataupun pengaturan 
demi kelancaran kegiatan penyampaian 
pendapat di muka umum atau unjuk 
rasa.
Kegiatan unjuk rasa yang dilakukan 
dengan cara melanggar peraturan 
perundang-undangan, maka kepolisian 
dapat melakukan tindakan sebagai berikut :
1. melakukan upaya persuasif, agar 
kegiatan dilaksanakan dengan tertib dan 
sesuai aturan hukum;
2. memberikan  peringatan  kepada  massa 
peserta  penyampaian  pendapat di muka 
umum untuk tetap menjaga keamanan 
dan ketertiban;
3. memberikan peringatan kepada 
penanggung jawab pelaksanaan 
penyampaian  pendapat di muka umum 
bahwa tindakannya, dapat dipidana 
sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan;
4. menghentikan dan membubarkan 
kegiatan penyampaian pendapat di 
muka umum yang melanggar ketentuan 
peraturan perundang-undangan;
5. membubarkan massa peserta 
penyampaian pendapat di muka umum;
6. melakukan tindakan hukum terhadap 
pelaku pelanggaran dan perbuatan 
anarkis;
7. melakukan penggeledahan dan 
penyitaan barang bukti; dan
8. melakukan  tindakan  kepolisian lainnya 
yang  dapat  dipertanggung jawabkan.
Berbagai tindakan sebagaimana 
dimaksud di atas, dapat diterapkan atas 
perintah penanggung jawab komando dan 
pengendalian pengamanan di lapangan. 
Guna mencegah dan mengantisipasi 
kemungkinan terjadinya peningkatan 
eskalasi  situasi dalam kegiatan penyampaian 
pendapat di muka umum, petugas Polri 
melakukan kegiatan:
1. pengamanan tertutup oleh unsur 
intelijen dalam rangka mendeteksi 
kemungkinan timbulnya gangguan dan 
mendokumentasi jalannya kegiatan 
unjuk rasa;
2. pengaturan, penjagaan, pengawalan dan 
pengamanan oleh satuan Samapta dan 
lalu lintas bersama-sama dengan panitia 
penyelenggara;
3. penyiapan  unsur-unsur  pendukung 
teknis  pengamanan  antara  lain 
negosiator, public address; dan
4. penyiapan unsur dukungan taktis 
pengamanan dari satuan fungsi terkait, 
seperti Brimob Polri, Sabhara Polri, 
Poludara Polri dan Humas Polri.
Kegiatan unjuk rasa yang melanggar 
ketentuan perundang-undangan, wajib 
dilakukan tindakan oleh pejabat Polri 
dengan menerapkan tindakan yang 
profesional, proporsional, prosedural serta 
dapat dipertanggungjawabkan. Penindakan 
terhadap pelanggaran unjuk rasa dilakukan 
secara dini dengan  menerapkan urutan 
tindakan dari metode yang paling  lunak 
sampai  yang  paling  tegas disesuaikan 
dengan perkembangan situasi dan kondisi.
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Disamping larangan, Perkap Protap 
personel kepolisian juga memuat 
kewajiban. Yang ditempatkan paling atas 
adalah kewajiban menghormati Hak Asasi 
Manusia setiap  pengunjuk  rasa. Tidak 
hanya  itu,  kepolisian juga wajib untuk 
melayani dan mengamankan pengunjuk 
rasa sesuai ketentuan, melindungi jiwa dan 
harta,  tetap  menjaga  dan  mempertahankan 
situasi  hingga  unjuk  rasa selesai. Sehingga 
pada prinsipnya aparat yang bertugas 
mengamankan jalannya demonstrasi tidak 
memiliki kewenangan untuk memukul 
demonstran. 
Bila terjadi pemukulan yang dilakukan 
oleh aparat yang bertugas mengamankan 
jalannya demonstrasi adalah bentuk 
pelanggaran terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku terkait dengan 
hak warga negara untuk  menyampaikan 
pendapat di muka umum. Terkait dengan 
hal tersebut, dapat dilaporkan ke Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas 
HAM) dan Komisi Kepolisian Nasional 
(Kompolnas) untuk ditelusuri apakah ada 
pelanggaran dalam pelaksanaan prosedur 
pengamanan demonstrasi.
Kepastian Hukum Kebebasan 
Berpendapat Di Muka Umum Oleh 
Sekelompok Demonstran Dihuungkan 
Dengan UU No. 39 Tahun 1999 
Tentang Hak Asasi Manusia.
Perlindungan mengenai kebebasan 
menyatakan pendapat dalam kebebasan 
berpendapat dilihat dari sisi Hak Asasi 
Manusia, maka sebagai hak pribadi, 
perlindungan atas hak menyatakan 
pendapat ini sangat dijamin dalam berbagai 
ketentuan. The Universal Declaration of  
Human Right (DUHAM) 1948, Artikel 12 
menyatakan ”Tidak seorangpun boleh 
secara sewenang-wenang diganggu (arbitrary 
interference with his privacy) kehidupan 
pribadinya, keluarganya, rumah tinggalnya 
atau surat-menyuratnya, dan dilanggar 
kehormatannya atau nama-baiknya 
(reputation). Semua orang mempunyai 
hak atas perlindungan hukum terhadap 
gangguan atau pelanggaran semacam itu.“ 
Jelaslah dalam ketentuan tersebut, bahwa 
hak pribadi seseorang tidak dapat diganggu 
oleh siapapun. 
Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 39 
Tahun 1999 tentang HAM menyatakan 
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, 
hak kebebasan Pribadi, pikiran dan hati 
nurani, hak beragama, hak untuk tidak 
diperbudak, hak untuk diakui sebagai 
pribadi dan persamaan di hadapan hukum, 
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar 
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi 
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun dan oleh siapapun.“ 
Dalam ketentuan ini juga mengatur 
tentang perlindungan hak akan kebebasan 
pribadi bahkan pikiran dan hati nurani yang 
tidak dapat dikurangi oleh siapapun atau 
keadaan apapun. Pada bagian lain dalam 
UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM ini, 
juga terdapat ketentuan yang mengatur 
tentang perlindungan mengenai hak pribadi 
seperti dalam Pasal 29 ayat (1) dan bahkan 
perlindungan menyoal hubungan surat-
menyurat termasuk hubungan komunikasi 
melalui sarana elektronik dalam Pasal 32 
yang tidak boleh diganggu, kecuali atas 
perintah Hakim atau kekuasaan lain yang 
sah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Menurut R. Herlambang Perdana 
Wiratraman, kebebasan menyatakan 
pendapat merupakan hak asasi manusia, 
bukan hal yang diberikan oleh negara. 
Karena itu, tidak ada hak prevelege negara 
untuk membatasi hak asasi manusia 
apalagi negara dibangun atas dasar 
kemerdekaan tersebut (R. Herlambang 
Perdana Wiratraman, 2009: 126).  Demi 
menghormati juga hak yang dimiliki oleh 
orang lain, maka hak-hak yang dapat 
berbenturan dan menggangu hak orang lain 
dapat dikenakan pembatasan. Tetapi dalam 
hal pembatasan ini juga tidak sewenang- 
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wenang berdasarkan atas kekuasaan belaka. 
Dalam hal pembatasan ini juga perlu 
terdapat suatu aturan yang mengaturnya.
Pembatasan ini dapat dilihat dalam 
peraturan perundang-undangan yang masih 
terkait dengannya, yakni dalam Undang-
Undang Dasar NKRI Tahun 1945 Pasal 28 
sebelum diamandemen. Dalam ketentuan 
tersebut terdapat klausul yang mengatakan 
pengaturan lebih lanjut dengan undang-
undang. Jadi pembatasan ini hanya dapat 
dilakukan jika telah terdapat dalam suatu 
peraturan perundang-undangan. 
Pengaturan mengenai pembatasan ini 
juga terdapat dalam UU No. 39 Tahun 1999 
tentang HAM yang lebih rinci mengatur 
pembatasan-pembatasan yang dikenakan 
dalam hal penyampaian pendapat tersebut, 
yakni dalam Pasal 23 ayat (2) seperti yang 
telah diuraikan diatas, dimana dalam 
ayat tersebut terdapat ketentuan yang 
mengatakan “...dengan memperhatikan 
nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban 
umum, dan keutuhan bangsa.“ 
Oleh karena itu dalam hal penggunaan 
hak berpendapat dimanapun juga perlu 
memperhatikan hak orang lain serta 
pembatasan-pembatasan yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan ini. 
Pemberlakuan dan pengesahan terhadap 
pembatasan hak yang dimiliki oleh 
seseorang ini berlaku atas dasar ketentuan 
dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 73 yang 
menyatakan bahwa “hak dan kebebasan 
yang diatur dalam Undang-Undang ini 
hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan 
Undang-Undang semata-mata untuk 
menjamin pengakuan dan penghormatan 
terhadap hak asasi manusia serta kebebasan 
dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban 
umum, dan kepentingan bangsa.“ 
Sedangkan di dalam Undang-Undang 
HAM ini juga mempertegas mengenai 
pengertian pembatasan ini bukanlah 
suatu perbuatan yang melegalkan atau 
alasan pembenar mengenai pengurangan, 
merusak atau penghapusan hak asasi 
manusia atau kebebasan dasar yang dimiliki 
oleh seseorang. 
Hal ini tercantum dalam Pasal 74 
yang berbunyi “tidak satu ketentuan-pun 
dalam Undang-Undang ini boleh diartikan 
bahwa Pemerintah, partai, golongan atau 
pihak manapun dibenarkan mengurangi, 
merusak, atau menghapuskan hak asasi 
manusia atau kebebasan dasar yang diatur 
dalam Undang-Undang ini.“ Selain itu 
dalam pelaksanaan hak menyatakan 
pendapat ini, juga terdapat suatu kewajiban 
khusus dan tanggung jawab khusus yang 
mengikutinya. Dalam Konvensi Hak Sipil 
dan Politik seperti yang telah diketahui 
bahwa telah diratifikasi dalam UU No. 
12 Tahun 2005 terlebih Pasal 19 ayat (3) 
menyatakan : 
“Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan 
dalam ayat 2 ini menimbulkan kewajiban dan 
tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat 
dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya 
dapat dilakukan dengan hukum dan sepanjang 
diperlukan untuk:
a). Menghormati hak atau nama baik orang lain;
b). Melindungi keamanan nasional atau 
ketertiban umum atau kesehatan atau moral 
umum.”
Ketentuan mengenai pengenaan 
kewajiban yang juga harus dijunjung oleh 
seseorang sebagai subjek hak juga terdapat 
dalam ketentuan Konstitusi UUD NKRI 
Tahun 1945 Pasal 28 huruf  J ayat (1) 
“setiap orang wajib menghormati hak asasi 
manusia orang lain dalam tertib kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.“ 
Selanjutnya dalam ayat (2) masih dalam 
Pasal 28 huruf  J menyebutkan “dalam 
menjalankan hak dan kebebasannya, setiap 
orang wajib tunduk kepada pembatasan 
yang ditetapkan dengan undang-undang 
dengan maksud semata-mata untuk 
menjamin pengakuan serta penghormatan 
atas hak dan kebebasan orang lain dan 
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 
dengan pertimbangan moral, nilai- nilai 
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agama, keamanan, dan ketertiban umum 
dalam suatu masyarakat demokratis.
Berdasarkan beberapa ketentuan 
mengenai pembatasan dalam perundang- 
undangan diatas, maka obyek pembatasan 
yang dapat atau boleh dilakukan hanya 
sebatas :
a. Pengakuan dan penghormatan terhadap 
hak asasi manusia serta kebebasan dasar 
orang lain;
b. Memperhatikan nilai-nilai agama;
c. Moral dan kesusilaan;
d. Keamanan dan ketertiban umum, dan;
e. Keutuhan dan kepentingan bangsa.
Jadi yang dimaksud kebebasan disini 
memang tidak bebas dalam artian hak yang 
mutlak tak dapat dibatasi, namun dalam 
hak tersebut melekat suatu kewajiban 
terhadap orang lain. Hal tersebut dimaknai 
sebagai perluasan dari penggunaan atas 
perlindungan hak kebebasan berpendapat 
yang dimilikinya serta adanya pembebanan 
tanggung jawab yang harus dilaksanakan 
pula demi menjaga hak orang lain agar tidak 
saling merugikan. Sehingga diperlukan 
suatu kesadaran kepada setiap pemilik 
hak untuk menyatakan pendapatnya agar 
memperhatikan hak yang dimiliki orang 
lain.
Hak asasi manusia adalah hak-hak 
yang dimiliki manusia semata-mata karena 
ia manusia. Umat manusia memilikinya 
bukan karena diberikan kepadanya 
oleh masyarakat atau berdasarkan 
hukum positif, melainkan semata-mata 
berdasarkan martabatnya sebagai manusia. 
Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang 
terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, 
bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang 
berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak 
tersebut. Inilah sifat universal dari hak- hak 
tersebut.
Selain bersifat universal, hak-hak 
itu juga tidak dapat dicabut (inalienable). 
Artinya seburuk apapun perlakuan 
yang telah dialami oleh seseorang atau 
betapapun kejamnya perlakuan seseorang, 
ia tidak akan berhenti menjadi manusia 
dan karena itu tetap memiliki hak-hak 
tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu 
melekat pada dirinya sebagai makhluk 
insani. Karena keuniversalan tersebut, 
maka menurut postulat hukum alam, hak-
hak asasi manusia memiliki sifat hukum, 
maupun moral yang kadang-kadang tidak 
dapat dibedakan hak-hak asasi yang “ada” 
maupun yang “semestinya” dalam urusan-
urusan manusia. Selain itu, hak-hak asasi 
tersebut mengimplikasikan tuntutan 
terhadap pribadi-pribadi atau lembaga yang 
menghalangi realisasi dan tolok ukur untuk 
menilai legitimasi dari hukum dan tradisi. 
Artinya, pada dasarnya, hak-hak asasi 
manusia membatasi kekuasaan Negara.
“Kebebasan” atau “hak-hak generasi 
pertama” sering ditunjuk untuk mewakili 
hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak 
asasi manusia yang “klasik”. Hak-hak ini 
muncul dari tuntutan untuk melepaskan 
diri dari belenggu kekuasaan absolutisme 
negara dan kekuatan-kekuatan sosial 
lainnya. Karena itulah hak-hak generasi 
pertama itu dikatakan sebagai hak-hak 
klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya 
hendak melindungi kehidupan pribadi 
manusia atau menghormati otonomi setiap 
orang atas dirinya sendiri (kedaulatan 
individu).
Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh 
simpulan sebagai berikut:
1. Kebebasan berpendapat dimiliki oleh 
semua orang-perorang dan/atau badan 
hukum sebagai subjek hukum yang 
dianggap cakap, dengan adanya jaminan 
kebebasan berkumpul, berserikat dan 
memberikan pendapat seperti yang 
diamanatkan dalam Pasal 19 Deklarasi 
Universal Hak Asasi Manusia “Setiap 
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orang berhak atas kebebasan mempunyai 
dan mengeluarkan pendapat; dalam 
hak ini termasuk kebebasan memiliki 
pendapat tanpa gangguan, dan untuk 
mencari, menerima dan menyampaikan 
informasi dan buah pikiran melalui 
media apa saja dan dengan tidak 
memandang batas-batas (wilayah).“  
2. Perlindungan serta jaminan akan hak 
kebebasan menyampaikan pendapat 
yang dimiliki seseorang ini juga tertuang 
ke dalam konstitusi UUD NKRI 
Tahun 1945 Pasal 28 yang menyatakan 
bahwa “kemerdekaan berserikat dan 
berkumpul, mengeluarkan pikiran 
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 
ditetapkan dengan undang-undang.”
Saran
1. Perlunya adanya pengawasan yang 
lebih ketat melalui koordinasi terkait 
penegakkan HAM khususnya 
kebebasan berekspresi. Adanya 
jaminan kebebasan berinteraksi tanpa 
di batasi oleh kebijakan-kebijakan 
politik yang tidak demokratis dan harus 
terus dilakukan advokasi mengenai 
pentingnya penegakkan HAM dan sikap 
toleran masyarakat terhadap kebebasan 
berekspresi setiap orang. 
2. Diharapkan agar para demonstran 
dalam menggunakan hak kebebasan 
berpendapat dimuka umum dijalankan 
dengan cara yang bijaksana dan 
bertanggung jawab dengan menjaga 
ketertiban kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara serta 
senantiasa mengedepankan Musyawarah 
untuk mufakat.
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